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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan
tahun 2020 Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan tahun 2020 Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh
Kota merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang dananya bersumber
dari DPA dan DPPA tahun 2020 Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota tahun
2020 memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Operasional,
Laporan Ekuitas , Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan
Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020 masih belum
sempurna untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai
proses pembelajaran (learning process) demi penyempurnaan Laporan

Keuangan dimasa yang akan datang.

Sarilamak, Desember 2020
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota
Propinsi Sumatera Barat yang tediri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b)
Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas , (e)
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana

terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem
pengendalian internyang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarilamalk, Desember 2020
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: Hutang Jangka Pendek
: Bukti Setoran UYHD
: Rekapitulasi dan Pemungutan dan Penyetoran Pajak TA 2020

: Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Per 31 Desember
2020

: Daftar Persedian Barang Per 31 Desember 2020

: Daftar hasil pengadaan barang dan jasa Per 31 Desember
2020

: Daftar hasil pengadaan Barang Per 31 Desember 2020
: Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Per 31 Desember 2020

: Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir menjadi asset Per
31 Desember 2020

: Buku Inventaris Ekstra Kompatabel

: Daftar Mutasi Barang Per 31 Desember 2020

: Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Per 31 Desember 2020
: Buku Inventaris Per 31 Desember 2020

: Rekapitulasi Buku Inventaris Per 31 Desember 2020
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: Daftar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin Per 31
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: Daftar Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Kantor
Per 31 Desember 2020

: Daftar Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per
31 Desember 2020




Lampiran S . Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per 31
Desember 2020
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NERACA
SEKRETARIAT DPRD
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No. Akun Uraian 31-Dec-20 31-Dec-19
1 ASET
1.1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas dan Setara Kas
1.1.1.02 Kas di Bendahara Penerimaan -
1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran -
1.1.1.04 Kas di BLUD
1.1.1.05 Kas Dana Kapitasi JKN
1.1.3 Piutang Pendapatan
1.1.3.01 Piutang Pajak
1.1.3.02 Piutang Retribusi
1.1.3.03 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
1.1.3.03.03 |[Piutang Bagian Laba atas PM pada Perush.Milik Swasta
1.1.3.04 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
1.1.3.04.15 |[Piutang Lainnya-Kend. R-2 Kades
1.1.3.04.16 [Piutang Lainnya-Bunga Dana Bergulir
1.1.3.04.17 |Piutang Lainnya-Denda Dana Bergulir
1.1.3.04.18 |Piutang Lainnya-Klaim Jasa Layanan ke BPJS
Piutang Lainnya
1.1.3.05 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1.1.3.06 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
1.1.3.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak
115 Penyisihan Piutang
1.1.5.01 Penyisihan Piutang Pendapatan
1.1.5.01.01 [Penyisihan Piutang Pajak
1.1.5.01.02 [Penyisihan Piutang Retribusi
1.1.5.01.03 [Penyisihan Piut. Hasil Pengel.Kekyn Daerah Yg Dipisahkan
1.1.5.01.04 [Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
1.1.7 Persediaan 12.082.500,00 2.775.000,00
Jumlah Aset Lancar 12.082.500,00 2.775.000,00
1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1.2.1.06 Investasi Non Permanen Lainnya
1.2.1.06.01 [Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Non Permanen Lainnya
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya
Jumlah Bersih Investasi Non Permanen Lainnya
1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen
1.2.2.01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Jumlah Investasi Jk.Panjang Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang
1.3 ASET TETAP
131 Tanah 805.571.500,00 805.571.500,00
1.3.2 Peralatan dan Mesin 13.292.102.604,00 11.795.352.951,00
1.3.3 Gedung dan Bangunan 24.309.443.736,00 24.309.443.736,00
134 Jalan, Irigasi dan Jaringan 226.725.278,00 226.725.278,00
135 Aset Tetap Lainnya 223.034.000,00 188.034.000,00
1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan
- Gedung -
13.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (15.392.356.287,03) (15.176.763.188,99)
1.3.7.01 Akumulasi PenyusutanPeralatan dan Mesin (9.785.855.108,71) (9.989.272.129,57)
1.3.7.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (5.560.373.650,52) (5.167.809.795,42)
1.3.7.03 Akumulasi Penyusutan JIJ (26.397.527,80) (15.061.264,00)
1.3.7.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya (19.730.000,00) (4.620.000,00)
Jumlah Aset Tetap 23.464.520.830,97 22.148.364.276,01
15 ASET LAINNYA
1.5.4 Aset Lain-lain
1.5.4.01 Aset lain-lain
1.5.4.01.01 [Aset lain-lain (UYHD PU 2011 belum setor)
1.5.4.01.02 [Aset lain-lain (Rasak Berat) -
1.5.4.01.03 [Aset lain-lain (Software/Tak Berwujud) 60.390.000,00 60.390.000,00
1.5.4.01.04 |Aset lain-lain (Tanah Sewa)
1.5.4.01.05 |[Aset lain-lain (BM Prop.) -
1.5.4.01.06 [Aset lain-lain (BM Negara.)

Jumlah Aset Lainnya

60.390.000,00

60.390.000,00

JUMLAH ASET

23.536.993.330,97

22.211.529.276,01

KEWAJIBAN




No. Akun Uraian 31-Dec-20 31-Dec-19
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

2,24 Pendapatan Diterima Dimuka




No. Akun Uraian 31-Dec-20 31-Dec-19
2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya
2.1.6.04 Utang Jangka Pendek Lainnya -
2.1.6.04.01 [Utang Jangka Pendek Lainnya 14.042.137,00 12.687.534,00
JUMLAH KEWAJIBAN 14.042.137,00 12.687.534,00
3. EKUITAS
3.1 EKUITAS
3.1.1 Ekuitas
3.1.1.01 Ekuitas
3.1.1.01.01 |Ekuitas 23.522.951.193,97 22.198.841.742,01
JUMLAH EKUITAS 23.522.951.193,97 22.198.841.742,01
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 23.536.993.330,97 22.211.529.276,01
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Permendagri 64/2013)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO Uraian Anggaran Realisasi 2020 % Realisasi 2019
4 |PENDAPATAN
4.1 IPENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1|Pajak Daerah-LRA
4.1.2|Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
4.1.3| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4|Lain-lain PAD yang Syah
JUMLAH PAD - - -
5 [BELANJA 25.331.969.958,00 22.802.401.271,00 90,01 25.961.857.362,00
5.1 |IBELANJA OPERASI 22.065.919.958,00 19.644.347.671,00 89,03 24.656.637.381,00
5.1.1|Belanja Pegawai 2.916.404.132,00 2.578.333.676,00 88,41 3.085.378.667,00
5.1.2[Belanja Barang 19.149.515.826,00 17.066.013.995,00 89,12 21.571.258.714,00
5.1.5|Belanja Hibah - -
5.1.6 [Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi 22.065.919.958,00 19.644.347.671,00 89,03 24.656.637.381,00
5.2 IBELANJA MODAL 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96,69 1.305.219.981,00
5.2.1|Belanja Tanah -
5.2.2[Belanja Peralatan dan Mesin 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96,69 540.635.200,00
5.2.3|Belanja Gedung dan Bangunan #DIV/0! 764.584.781,00
5.2.4|Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
5.2.5|Belanja Aset Tetap Lainnya - - -
Jumlah Belanja Modal 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96,69 1.305.219.981,00
JUMLAH BELANJA 25.331.969.958,00 22.802.401.271,00 90,01 25.961.857.362,00
C [SURPLUS/ (DEFISIT) (25.331.969.958,00) (22.802.401.271,00) 90,01 (25.961.857.362,00)
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

NO Uraian Anggaran Realisasi % Lebih/ Kurang %
4 |PENDAPATAN
4.1 [PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1 |Pajak Daerah
4.1.2. |Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4 |Lain-lain PAD yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN - - -
5 |BELANJA 25.331.969.958,00 22.802.401.271,00 90,01 2.529.568.687,00 9,99
5.1 |BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.892.766.132,00 2.556.597.676,00 88,38 336.168.456,00 11,62
5.1.1 [Belanja Pegawai 2.892.766.132,00 2.556.597.676,00 88,38 336.168.456,00 11,62
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.892.766.132,00 2.556.597.676,00 88,38 336.168.456 11,62
5.2 |BELANJA LANGSUNG 22.439.203.826,00 20.245.803.595,00 90,23 2.193.400.231,00 9,77
5.2.1 |Belanja Pegawai 423.163.000,00 369.936.000,00 87,42 53.227.000,00 12,58
5.1.2 |Belanja Barang dan Jasa 18.749.990.826,00 16.717.813.995,00 89,16 2.032.176.831,00 10,84
5.1.3 |Belanja Modal 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96,69 107.996.400,00
5.1.4 |Jumlah Belanja Langsung 22.439.203.826,00 20.245.803.595,00 90,23 2.193.400.231 9,77
JUMLAH BELANJA 25.331.969.958,00 22.802.401.271,00 90,01 2.529.568.687 9,99
C [SURPLUS/ (DEFISIT) (25.331.969.958,00) (22.802.401.271,00) 90,01 (2.529.568.687) 9,99
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SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE AKUN

Uraian

2020

2019

Bertambah/ Berkurang

%

KEGIATAN OPERASIONAL

8 PENDAPATAN
8.1 PENDAPATAN ASL| DAERAH - - - -
8.11 Pajak Daerah-LO - -
8.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO - -
8.13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, - -
8.1.4 Lain-lain PAD yang Syah - -
JUMLAH PAD = =
8.2 PENDAPATAN TRANSFER
8.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - -
8.2.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak
8.2.1.02 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
8.2.1.03 Dana Alokasi Umum
8.2.1.04 Dana Alokasi Khusus
8.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - -
8.2.2.01 Dana Otonomi Khusus
8.2.2.03 Dana Penyesuaian
8.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - -
8.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi - -
8.2.3.01.01 BH Pajak Kendaraan Bermotor
8.2.3.01.02 BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8.2.3.01.03 BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8.2.3.01.04 BH Pajak Air Permukaan
8.2.3.01.05 BH Pajak Rokok
8.2.3.02 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
JUMLAH TRANSFER = =
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
8.3.1 Pendapatan Hibah
8.3.2 Pendapatan Dada Darurat
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - -
JUMLAH PENDAPATAN - -
9 BEBAN 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82 (6.387.545.525,78)| (24,37)
9.1 BEBAN OPERASI 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82 (6.387.545.525,78)|  (24,37)
9.1.1 Beban Pegawai 2.578.333.676,00 3.085.378.667,00 (507.044.991,00)| (16,43)
9.1.2 Beban Barang dan Jasa 17.023.111.098,00 21.766.906.946,00 (4.743.795.848,00)| (21,79)
Beban Persediaan 469.504.200,00 606.326.106,00 (136.821.906,00)| _(22,57)
Beban Jasa 4.020.223.063,00 4.632.114.006,00 (611.890.943,00)| (13,21)
Beban Pemeliharaan 21.205.000,00 265.460.867,00 (244.255.867,00) -
Beban Perjalanan Dinas 12.512.178.835,00 16.263.005.967,00 (3.750.827.132,00)| _(23,06)
9.1.3 Beban Bunga
9.1.4 Beban Subsidi
9.1.5 Beban Hibah -
9.1.6 Baban Sosial - -
9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 215.593.098,04 1.356.851.784,82 (1.141.258.686,78)| (84,11)
9.1.8 Beban Penyisihan Piutang - -
9.1.9 Beban Lain-Lain 4.554.000,00
9.2 BEBAN TRANSFER - -
JUMLAH BEBAN 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82 (6.387.545.525,78)| (24,37)
SURPLUS/ (DEFISIT)-LO (19.821.591.872,04)| (26.209.137.397,82) 6.387.545.525,78 | (24,37)




SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE AKUN

Uraian

2020

2019

Bertambah/ Berkurang

%

KEGIATAN OPERASIONAL

8 PENDAPATAN
8.1 PENDAPATAN ASL| DAERAH - - - -
8.11 Pajak Daerah-LO - -
8.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO - -
8.13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, - -
8.1.4 Lain-lain PAD yang Syah - -
JUMLAH PAD = =
8.2 PENDAPATAN TRANSFER
8.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - -
8.2.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak
8.2.1.02 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
8.2.1.03 Dana Alokasi Umum
8.2.1.04 Dana Alokasi Khusus
8.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - -
8.2.2.01 Dana Otonomi Khusus
8.2.2.03 Dana Penyesuaian
8.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - -
8.2.3.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi - -
8.2.3.01.01 BH Pajak Kendaraan Bermotor
8.2.3.01.02 BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8.2.3.01.03 BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8.2.3.01.04 BH Pajak Air Permukaan
8.2.3.01.05 BH Pajak Rokok
8.2.3.02 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
JUMLAH TRANSFER = =
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
8.3.1 Pendapatan Hibah
8.3.2 Pendapatan Dada Darurat
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - -
JUMLAH PENDAPATAN - -
9 BEBAN 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82 (6.387.545.525,78)| (24,37)
9.1 BEBAN OPERASI 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82 (6.387.545.525,78)|  (24,37)
9.1.1 Beban Pegawai 2.578.333.676,00 3.085.378.667,00 (507.044.991,00)| (16,43)
9.1.2 Beban Barang dan Jasa 17.023.111.098,00 21.766.906.946,00 (4.743.795.848,00)| (21,79)
Beban Persediaan 469.504.200,00 606.326.106,00 (136.821.906,00)| _(22,57)
Beban Jasa 4.020.223.063,00 4.632.114.006,00 (611.890.943,00)| (13,21)
Beban Pemeliharaan 21.205.000,00 265.460.867,00 (244.255.867,00) -
Beban Perjalanan Dinas 12.512.178.835,00 16.263.005.967,00 (3.750.827.132,00)| _(23,06)
9.1.3 Beban Bunga
9.1.4 Beban Subsidi
9.1.5 Beban Hibah -
9.1.6 Baban Sosial - -
9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 215.593.098,04 1.356.851.784,82 (1.141.258.686,78)| (84,11)
9.1.8 Beban Penyisihan Piutang - -
9.1.9 Beban Lain-Lain 4.554.000,00
9.2 BEBAN TRANSFER - -
JUMLAH BEBAN 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82 (6.387.545.525,78)| (24,37)
SURPLUS/ (DEFISIT)-LO (19.821.591.872,04)| (26.209.137.397,82) 6.387.545.525,78 | (24,37)




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

SEKRETARIAT DEWAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NOMOR Uraian 2020 2019
1 Ekuitas Awal 22.198.841.742,01 21.652.321.777,83
2 Surplus/defisit - LO (19.821.591.872,04) (26.209.137.397,82)
3 R/K PPKD 22.802.401.271,00 25.961.857.362,00
4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (1.656.699.947,00) 793.800.000,00
Koreksi Akm. Penyusutan Pertama kali
Koreksi Hutang Tahun Lalu -
Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat
Mutasi Tambah Aset Tetap 1.306.720,00 1.030.873.278,00
Mutasi Kurang Aset Tetap (1.658.006.667,00) (237.073.278,00)
Mutasi Tambah Aset Lainnya (Software)
Koreksi Akumulasi Penyusutan AT-GB Tahun sebelumnya
Koreksi Aset Ekstra Comp
Koreksi
5 Ekuitas Akhir 23.522.951.193,97 22.198.841.742,01

Neraca 31/12/2020 dan 2019

23.522.951.193,97

22.198.841.742,01
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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Rekenin

No. Uraian 2020 2019
64/2013
1 2 3
KEGIATAN OPERASIONAL
8 PENDAPATAN - LO -
8.1 R
8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO -

8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO _

|

1

2
8.1.3 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO -
8.1.4 4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO -

8.2 Il -

8.2.1 1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN -

8.2101] 11 Dana Bagi Hasil Pajak -

8.21.02| 1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -

8.2.1.03]| 1.3 Dana Alokasi Umum -

8.2.1.04| 1.4 Dana Alokasi Khusus R

8.2.2 2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA -

8.22.01] 2.1 Dana Otonomi Khusus

8.2.2.03| 2.2 Dana Penyesuaian -

8.2.3 3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI -

8.23.01] 3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi -

8.2.3.01.01 | 3.1.1] BH Pajak Kendaraan Bermotor -
8.2.3.01.02 | 3.1.2) BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -
8.2.3.01.03 | 3.1.3 BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -
8.2.3.01.04 | 3.1.4 BH Pajak Air Permukaan -

8.2.3.01.05 | 3.1.5) BH Pajak Rokok -

8.2.3.02] 3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

8.3 11} -

8.3.1 1 Pendapatan Hibah -

8.3.2 2 Pendapatan Dada Darurat

JUMLAH PENDAPATAN - -

9 BEBAN 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82
9.1 BEBAN OPERASI - LO
9.1.1 2.578.333.676,00 3.085.378.667,00
9.1.1.01 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO 1.864.646.572,00 1.897.903.178,00
grtotor| 1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO 1.240.139.100,00 1.217.542.000,00
9110102 2 Tunjangan Keluarga-LO 123.134.528,00 114.407.239,00
9110103| 3 Tunjangan Jabatan-LO 121.680.000,00 107.685.000,00
9.110104] 4 Tunjangan Fungsional-LO -
9110105| 5 Tunjangan Fungsional Umum-LO 37.570.000,00 40.770.000,00
9.1.1.0106 | 6 Tunjangan Beras-LO 78.430.860,00 74.013.240,00
911o0107| 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO 1.476.576,00 1.549.708,00
91.10108] 8 Pembulatan Gaji - LO
9110109| 9 luran Jaminan Kesehatan-LO 11.905.353,00

9.1.10110] 10 Uang Paket-LO

9110111] 11 Tunjangan Badan Musyawarah-LO

9110112 12 Tunjangan Komisi-LO

9.11.0113| 13 Tunjangan Badan Anggaran-LO

9110114| 14 Tunjangan Badan Kehormatan-LO

9110115] 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya-LO

9110116 | 16 Tunjangan Perumahan-LO

9110117 | 17 Uang Duka W afat/Tewas-LO

9110118 | 18 Uang Jasa Pengabdian-LO

9110119 19 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD-LO - -

9110120| 20 Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit-LO

9110122| 21 luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 11.688.393,00
9.1.1.0128 | 22 Gaiji Ketiga Belas 129.120.159,00 167.181.230,00
91.1.0129] 23 Tunjangan Hari Raya 121.189.996,00 163.066.368,00
9.1.1.02 BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS - LO 581.647.104,00 575.853.489,00
9110201 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO 581.647.104,00 575.853.489,00
9110202 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO

9110203 3 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO

9.1.10204| 4 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi-LO

9110205 5 Tambahan penghasilan guru-LO

9110206 6 Tunjangan profesi guru-LO

9.1.1.03 BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DP 110.304.000,00 166.900.000,00

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO - -
9110301 1

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH- 110.304.000,00 166.900.000,00
9110302 2 LO
9.1.1.04 BEBAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - LO = 9

Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - -
9110401| 1 Pertambangan-LO

Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan- - -
9110402 2 LO
9.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - LO - -
9110506 | 1 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel-LO - -

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran-LO - -
9110507 | 2

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan-LO - -

9110508 | 3




Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame-LO

9110509 | 4
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan - -
9110510| 5 Jalan-LO
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah-LO - -
9110512 6
9.1.10513| 7 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung - -
9110514| 8 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan - -
9110515| 9 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan - -
91.1.05.16 | 10 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak - -
9.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - LO
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan - -
9.1.10601] 1 Kesehatan-LO
9110605 2 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di - -
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar- - -
9.1.1.06.06 | 3 LO
9110607 4 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian - -
9110614 5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian - -
0110615| 6 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian - -
9110618 7 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal-LO - -
01.1.0619| 8 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus - E
9110626 9 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan - -
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan-LO - -
9110628 | 10
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1zin Trayek-LO - -
9110620 11
9.1.1.07 UANG LEMBUR - LO 21.736.000,00| 444.722.000,00
9110701| 1 Uang Lembur PNS-LO 271.304.000,00
9.1107.02| 2 Beban Uang Lembur Non PNS-LO 21.736.000,00| 173.418.000,00
9.1.2 BEBAN PERSEDIAAN 499.504.200,00| 606.326.106,00
9.1.2.01 BEBAN BAHAN PAKAI HABIS 440.497.700,00| 539.461.886,00
9120101 1 Beban alat tulis kantor-LO 130.739.500,00 102.959.000,00
9.1.2.01.02] 2 Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO -
9.1.2.01.03] 3 Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel 30.307.000,00 41.988.500,00
9.1.2.01.04] 4 Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO 27.864.000,00 10.884.000,00
9.1.2.01.05] 5 Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO 43.493.000,00 31.217.000,00
9.1.2.01.06| 6 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO 12.077.800,00 31.069.000,00
7 Beban pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien)-LO
9.1.2.01.08|
9.1.2.01.09] 8 Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO 87.547.400,00 31.543.500,00
9.1.2.01.10] 9 Beban Peralatan Dokter Pakai Habis-LO
9.1.2.01.11] 10 Beban Peralatan Laboratorium Pakai Habis-LO
Beban Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)-LO
9.1.2.01.12] 11 7.925.000,00 10.571.000,00
12 Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO
9.1.2.01.13 19.200.000,00 204.229.886,00
Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO
9.1.2.01.14] 13 18.644.000,00 -
9.1.2.01.15| 14 Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO
9.1.2.01.16] 15 Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang 62.700.000,00 75.000.000,00
beban peralatan olah raga -
9.1.2.02 BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO 59.006.500,00| 66.864.220,00|
9120201 1 Beban Bahan baku bangunan-LO 45.346.500,00 49.204.220,00
9120202 2 Beban Bahan/bibit tanaman-LO 13.660.000,00 7.650.000,00
9120203| 3 Beban Bibit ternak / ikan-LO
9120204 | 4 Beban Bahan obat-obatan-LO
9120205| 5 Beban Bahan kimia-LO
9.120207| 6 Beban Bahan Material Pameran-LO
9.1.20208| 7 Beban Bahan Material Keterampilan-LO
9120209 8 Beban kelengkapan kerja lapangan-LO
9120210| 9 Beban Bahan Percontohan-LO
9.120211| 10 Beban Bahan Percobaan-LO
9120212 11 Beban Bahan Penguiji Kendaraan-LO
9.1.20213) 12 Beban Bahan Makanan Ternak-LO
Beban Bhn Dokumentasi (film, ved/dvd, cuci cetak, frame)-LO 10.010.000,00
BEBAN JASA 3.990.223.063,00 4.632.114.006,00
9.1.2.03 BEBAN JASA KANTOR 479.177.271,00 646.799.205,00
9.1.2.03.01] 1 Beban jasa telepon-LO 1.726.199,00 4.601.647,00
9.1.2.03.02] 2 Beban jasa air-LO 11.780.515,00 17.802.890,00
9.1.2.03.03] 3 Beban jasa listrik-LO 131.383.391,00 128.678.806,00
9.1.2.03.04] 4 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang-LO
9.1.2.03.05] 5 Beban jasa surat kabar/majalah-LO 92.718.500,00 270.605.000,00
9.1.2.03.06] 6 Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO 32.535.866,00 31.406.862,00
9.1.2.03.07) 7 Beban jasa paket/pengiriman-LO -
9.1.2.03.08] 8 Beban jasa Sertifikat-LO -
9.1.2.03.09] 9 Beban jasa Transaksi Keuangan-LO
9.1.2.03.12|] 10 Beban jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, 199.522.800,00 193.704.000,00
9.1.2.03.13] 11 Beban Belanja Pendidikan (SPP)-LO 9.510.000,00 -
9.1.2.03.14] 12 Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO - -
9.1.2.03.15] 13 Beban jasa Pembangunan Sistem Jaringan-LO
9.1.2.03.16] 14 Beban jasa Pengganti Transportasi-LO - -
9.1.2.03.17] 15 Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO - -
9.1.2.03.18] 16 Beban Belanja Bulanan-LO
9.1.2.03.19] 17 | Beban jasa Laboratorium-LO




9.1.2.03.20] 18 Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien-LO
9.1.2.03.21] 19 Belanja Pemuda-LO
9.1.2.03.22] 20 Belanja Olahraga-LO -
9.1.2.03.23] 21 Belanja Pariwisata-LO
9.1.2.04 BEBAN PREMI ASURANSI - 37.500.000,00|
9120401 1 Beban jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO 37.500.000,00|
9120402 2 Beban jasa Asuransi Barang Milik Daerah-LO
9120403 3 Beban jasa Premi Asuransi Jiwa-LO
9120404 4 Beban jasa Pelayanan Kesehatan-LO
9.1.2.05 BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 409.728.243,00 493.505.211,00
9120501 1 Beban jasa Jasa Service-LO 34.711.367,00 48.353.285,00
9120502 2 Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO 66.013.950,00 110.727.147,00
9120503 3 Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO 278.254.526,00 309.022.479,00
9120504| 4 Beban Belanja Jasa KIR-LO
9120505 5 Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO 30.748.400,00 25.402.300,00
9.1.2.06 BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN 157.997.800,00 257.456.100,00
9120601 | 1 Beban Belanja cetak-LO 55.235.000,00 132.496.500,00
9.1206.02| 2 Beban Belanja Penggandaan-LO 82.019.800,00 104.214.600,00
9120603 3 Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO 20.743.000,00 20.745.000,00
9.1.20604| 4 Beban Buku - -
9.1.2.07 BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR - -
9120701 1 Beban Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas-LO
9120702 2 Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO
9.1207.03| 3 Beban Belanja sewa ruang rapat/pertemuan-LO
9120704 4 Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana
9.1.2.08 BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS = ]
9120801 1 Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO
BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR 40.525.000,00 103.475.000,00
9.1.2.10
9121001 1 Beban Belanja sewa meja kursi-LO 9.400.000,00 9.975.000,00
9.1.21005] 2 Beban Belanja sewa tenda-LO 31.125.000,00 83.000.000,00
9121006 | 3 Beban Belanja sewa pakaian adat/tradisional-LO
9121007 | 4 Beban Belanja sewa sound system-LO
9.121008| 5 Beban Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias-LO 10.500.000,00
9121009 6 Beban Belanja sewa peralatan khusus-LO
9121010 7 Beban Belanja Sewa Senjata Api-LO
9.1.2.11 BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.083.167.200,00 1.005.543.300,00
9121101 1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO 149.309.200,00 131.828.100,00
9121102 2 Belanja makanan dan minuman rapat-LO 273.320.000,00 392.400.000,00
9121103 3 Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO 83.038.000,00 96.315.200,00
2 Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO
9.1.2.11.04 577.500.000,00 385.000.000,00
9121105| 5 Beban Belanja makanan dan minuman pasien-LO
9.1.2.12 BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA 218.386.000,00 322.135.000,00
9121201 1 Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH
9121202 2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO 104.720.000 50.820.000
9121203 3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO
9121204| 4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO 43.750.000 82.280.000
9121205 5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO
9121206 6 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO 69.916.000 189.035.000
9.1.2.13 BEBAN PAKAIAN KERJA o ]
9121301 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO
9.1.2.14 BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU 74.778.000,00 50.000.000,00
9121401 1 Belanja pakaian KORPRI-LO
9121402 2 Beban Belanja pakaian adat daerah-LO 74.778.000,00| 50.000.000,00|
9.121404| 3 Belanja pakaian Olahraga-LO
9121405 4 Beban Belanja pakaian Paskibraka-LO
9121406| 5 Beban Belanja Pakaian Peserta-LO
9.1.2.24 HONORARIUM NON PNS 1.348.408.149,00 1.219.357.590,00
Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO
9122401| 1 28.275.000,00 27.038.880,00
9122402 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO 220.800.000,00 201.600.000,00
9.1.22403] 3 Beban Honorarium moderator-LO
9122404 4 Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO 750.000,00
9122405| 5 Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO 800.000,00 2.700.000,00,
9122406 | 6 Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO 800.000,00 2.300.000,00
9122407 7 Beban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LO 1.000.000,00
9122408| 8 Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO
9.1.22409| 9 Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO
9.122410| 10 Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO 613.963.000,00 511.802.000,00
9122411 11 Beban Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LO 105.000.000,00 35.000.000,00
9122412 | 12 Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO -
9122413| 13 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-LO -
9122414 14 Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO
9122415| 15 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pendataan-LO
9122416 16 Beban Honorarium Petugas Kebersihan-LO
9122417 17 Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor-LO
9122418 18 Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO 188.850.149,00 195.941.710,00
9122419 19 Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / 189.920.000,00 241.225.000,00
Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO
9.1.2.25 HONORARIUM PNS 178.055.400,00 496.342.600,00
9122501 1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO
9122502 2 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO 1.050.000,00 1.400.000,00
9122503 3 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO -
91.22504| 4 Honorarium Pengauna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anagaran- 15.000.000.00 15.000.000.00
9122505 5 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) 13.650.000,00 12.850.000,00




0122506 6 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 69.350.000,00 61.275.000,00
9122507 7 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara 24.750.000.00| 23.750.000.00|
9122508 8 Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO 3.600.000,00 4.200.000,00
9122509 9 Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga-LO
9122510 10 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO 22.424.400,00| 282.922.600,00
9122511 11 Beban Belanja sosialisasi-LO -
9122512 12 Beban Belanja bimbingan teknis-LO 28.231.000,00 94.945.000,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator-
9122513 13 LO
9.12.18 BEBAN PEMELIHARAAN 21.205.000,00 | 265460.867,00 |
9.1.2.18.02 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO B .
9121806 | 1 Beban Belanja Pemeliharan Jalan-LO
9.1.21807| 2 Beban Belanja Pemeliharan Jembatan-LO
9121808 3 Beban Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding-LO 198.225.867,00
91.21809| 4 Beban Belanja Pemeliharan Atap/Loteng-LO
9121810| 5 Beban Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir-LO
Beban Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen-
9121811 6 LO
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor- 21.205.000,00 54.335.000,00
9121812 7 LO
9121813 8 Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO
9121814 9 Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Foging-LO
9121815| 10 Beban Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman-LO
Beban Belanja Pemeliharan Jalan Irigasi dan Jaringan-LO 12.900.000,00
91215 BEBAN PERJALANAN DINAS 12.512.178.83500] _ 16.263.005.967,00|
9121501 1 Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO 237.215.000,00 62.540.000,00|
9121502 2 Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO 12.274.963.835,00 16.101.124.763,00
9121503| 3 Beban perjalanan dinas luar negeri 99.341.204,00|
BEBAN LAIN LAIN 455400000
Ektracomp 4.554.000,00
TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 21559309804 | 1356.851.784,:82 |
peralatan mesin (203.417.020,86) 1.356.851.784,82
Gedung dan Bangunan 392.563.855,10
JIJ 11.336.263,80
Atl lainya 15.110.000,00]
915 BEBAN HIBAH |
9.1.5.04 BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT - =
Beban Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat-LO
9150401 1
9.1.504.02] 2 Beban Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
9150403 3 Beban Belanja hibah kepada kekompok tani-LO
9.150404| 4 Beban Belanja hibah kepada kelompok perikanan-LO
9150405| 5 Beban Belanja Hibah yang kepada masyarakat-LO
9150406 | 6 Beban Belanja Barang Untuk Pertanian-LO
9150407 7 Beban Belanja Barang Untuk Kehutanan-LO
9150408] 8 Beban Belanja Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada
9.1.5.05 BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISAS|I KEMASYARAKATAN - -
Beban Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
9150502 1 Ketiga-LO
Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-
9150503 2 LO
9150504 | 3 Beban Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi-LO
9.16 BEBAN BANTUAN SOSIAL |
9.1.6.01 BEBAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL - -
9160102 1 Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
0160103 2 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
9160104 3 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang
9160105 4 Beban Belanja Tidak Terduga-LO
92 BEBAN TRANSFER |
Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desaj
9210102 1 LO
9.24.0101| 2 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
9240102 3 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
9250101 4 Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik-LO.
9270101 5 Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan

JUMLAH BEBAN

19.821.591.872,04

26.209.137.397,82

19.821.591.872,04
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No0.15 Tahun

2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati

Lima Puluh Kota no 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat DPRD sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Bupati no 73 tahun 2018 mempunyai tugas pokok sebagai
berikut :

a.

b
c.
d

Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD ;

Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD ;

Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ;

Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Disamping tugas Pokok diatas Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota

mempunyai fungsi :

a.

Pengkoordinasian tugas-tugas Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota dalam
melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, rumah tangga/perlengkapan,
kepegawaian,keuangan, perjalanan dinas, keamanan dan ketertiban;

Pengkoordinasian perumusan perencanaan kebijakan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

. Pengaturan pendistribusian dan penyelenggaraan tugas dalam rangka

pelayanan secara administrasi kepada anggota DPRD dibidang ketatausahaan,
rumah tangga/perlengkapan, kepegawaian,keuangan, perjalanan dinas,

penyelenggaraan Sidang/Rapat keamanan dan ketertiban DPRD;

. Pembuatan laporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat DPRD percatur wulan;

Memfasilitasi rapat — rapat, penjadwalan rapat, pelaksanaan rapat dan
pendistribusian bahan — bahan rapat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
Mengkoordinir pembuatan Notulen Rapat/Risalah rapat pada setiap

pelaksanaan rapat-rapat DPRD;

. Pengendalian pengumpulan informasi terhadap Peraturan Perundang-

undangan dan Rancangan Peraturan Daerah ;

. Penyebarluasan Informasi kegiatanDPRD pada media cetak/elektronik dengan

persetujuan Pimpinan DPRD ;
Pengaturan Jadwal terhadap Masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi
kepada DPR
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1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota disusun
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun
anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran di satuan kerja.Laporan Keuangan yang disusun meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Catatan atas Laporan Keuangan dan

Laporan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan
realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca
merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan

ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara
penuh kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota yang dipercayakan, serta
menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020
Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 21 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari
kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan
langkah konversi atau pemetaan.Konversi dilakukan dengan cara mentrasir

kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun
2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
- Undang-Undang Dasar Rl 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

SEKRETARIAT DPRD KAB.LIMA PULUH KOTA 2



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.23 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. Nomor 68 Tanggal 4 Desember tahun

2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor

23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional ,

Neraca dan Laporan Ekuitas,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-

hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1
1.2
1.3
14

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;

Sistimatika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

2.1
2.2
2.3

Ekonomi Makro;
Kebijakan Keuangan;

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1
3.2

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan.
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IV. Kebijakan Akuntasi

4.1
4.2
4.3
4.4

Entitas pelaporan keuangan daerah;

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam standar akuntasi pemerintahan

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

51
52
5.3
5.4

Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Realisasi Anggaran

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.
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BAB Il
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota dalam mengelola

DPA tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

211

Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas
dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung
melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi
yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada
masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum

dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :
¢ Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.

¢ Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan
prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan

dampak besar kepada masyarakat.

¢ Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Sekretariat

DPRD Kab. Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan

ini,setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan

dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Dengan demikian, DPASekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi

Sumatera Barat disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai

dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2020, Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh

Kota Propinsi Sumatera Barat menetapkan 8 Program yang didukung oleh 34

Kegiatan yaitu :

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
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7) Program Penataan Perundang-undangan

8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedelapan ( 8 ) Program tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja

yang diatas 75 %. Namun tidak semua program memiliki realisasi kinerja kegiatan

75%.

Anggaran Realisasi BERTAMBAH
: / (KURANG) o
No. Uraian Rp. Rp. R %o KET
| | Pelayanan Administrasi 2.707.261.410 | 2.361.133.768 346.127.642 | 87.21%
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.203.810 14.124.000 79.810 | 99.44%
Penyediaan Jasa Komunikasi,
2| Sumber Daya Ar dan Listrik 252.894.000 176.071.368 76.822.632 | 69.62%
Penyediaan Jasa Jaminan 0 o
3 Pemeliharaan Kesehatan PNS 52.500.000 52.500.000 0%
Penyediaan Jasa Administrasi o
4 | Keuangan 220.380.000 172.980.000 47.400.000 | 78.50%
5 Egzi’;d'aa“ Jasa Kebersihan 233.103.000 |  231.199.300 1.903.700 | 99.18%
6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.506.000 69.385.500 3.120.500 | 95.70%
7 | Penyediaan Barang Cetakan dan 101.089.600 92.019.800 9.069.800 | 91.03%
Penggandaan
g | Penyediaan Peralatan dan 1.320.390.000 | 1.244.334.600 76.055.400 | 94.24%
Perlengkapan Kantor
g | Penyediaan Bahan Bacaan dan 11.300.000 9.510.000 1.790.000 | 84.16%
Peraturan Perundang-Undangan
10 | Penyediaan Makanan dan 291.815.000 227.135.200 64.679.800 | 77.84%
Minuman
11 | Rapat - Rapat Koordinasi dan 137.080.000 |  124.374.000 12.706.000 | 90.73%
Konsultasi Keluar Daerah
y | Peningkatan Sarana dan 3.370.040.436 | 3.050.767.592 319.272.844 | 90.53%
Prasarana Aparatur
1 | Pengadaan Kendaraan Dinas / 1.743.250.000 | 1.698.680.000 44.570.000 | 97.44%
Operasional
o | Pengadaan Peralatan Rumah 538.600.000 |  462.417.900 76.182.100 | 85.86%
Jabatan / Dinas
g | Pemeliharaan Rutin / Berkala 94.400.000 65.862.000 28.538.000 | 69.77%
Rumah Jabatan
4 | Pemeliharaan Rutin / Berkala 392.453.750 337.999.449 54.454.301 | 86.12%
Gedung Kantor
5 | Pemeliharaan Rutin / Berkala 163.216.686 |  148.352.934 14.863.752 | 90.89%
Kendaraan Jabatan
g | Pemeliharaan Rutin / Berkala 438.120.000 337.455.309 100.664.691 | 77.02%
Kendaraan Dinas /Operasional
[} Peningkatan Disiplin Aparatur 301.930.000 294.464.000 7.468.000 | 97.53%
1 | Pengadaan Pakaian Dinas 301.930.000 294.464.000 7.468.000 | 97.53%
Beserta Perlengkapannya
iy | Peningkatan Kapasitas Sumber 75.600.000 50.655.400 24.944.600 | 67.00%
Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 22.424.000 7.575.600 | 74.75%
g | Bimbingan Teknis Implementasi 45.600.000 28.231.000 17.369.000 | 61.91%
Peraturan Perundang-Undangan
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Peningkatan Pengembangan

V | Sistim Pelaporan Capaian 19.184.000 18.742.300 441.700 | 97.70%
Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
1 Kinerja dan ikhtisar realisasi 5.699.680 5.652.000 47.680 | 99.16%
Kinerja SKPD
» | Penyusunan Pelaporan 5.344.740 5.174.000 170.740 | 96.81%
Keuangan Semesteran
g3 | Penyusunan Pelaporan 4.053.000 3.905.800 147.200 | 96.37%
Prognosis Realisasi Anggaran
4 | Penyusunan Pelaporan 4.086.580 4.010.500 76.080 | 98.14%
Keuangan Akhir Tahun
yi | Optimalisasi Pemanfaatan 404.400.000 |  377.148.500 27.251.500 | 93.26%
Teknologi Informasi
1 | Penyusunan Sistem Informasi 404.400.000 |  377.148.500 27.251.500 | 93.26%
Terhadap Layanan Publik
vii | Penataan Peraturan 298.775.000 |  241.189.000 57.586.000 | 80.73%
Perundang-Undangan
Koordinasi Kerjasama
1 Permasalahan Peraturan 280.640.000 226.235.000 54.405.000 | 80.61%
Perundang Undangan
o | Publikasi Peraturan Perundang- 18.135.000 14.954.000 3.181.000 | 82.46%
Undangan
Peningkatan Kapasitas
VIII | Lembaga Perwakilan Rakyat 15.262.012.980 | 13.851.703.035 1.410.309.945 | 90.76%
Daerah
1 | Pembahasan Rancangan 815.310.880 |  766.116.600 49.194.280 | 93.97%
Peraturan Daerah
Hearing / Dialog dan Koordinasi
Dengan Pejabat Pemerintah o
2| Daerah dan Tokoh Masyarakat 149.600.000 115.815.000 33.785.000 | 77.42%
Tokoh Agama
3 | Rapat-Rapat alat Kelengkapan 328.273.200 |  308.595.600 19.677.600 | 94.01%
Dewan
4 | Rapat - Rapat Paripurna 230.830.500 148.914.000 81.916.500 | 64.51%
5 | Kegiatan Reses 733.208.000 686.778.000 46.430.000 | 93.67%
g | Kunjungan Kerja Pimpinan dan 7.693.469.400 | 7.165.537.717 527.931.683 | 93.14%
Anggota DPRD
7 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan | g 311 351 000 | 4.659.946.118 651.374.882 | 87.74%

dan Anggota DPRD
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BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1.Belanja

Tahun 2020 Nilai realisasi Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat
tahun anggaran 2020 sebesar Rp.22.802.401.271,00 jumlah tersebut mencapai 90,01% dari
Anggaran yang ditetapkan yaitu Rp. 25.331.969.958,00 dengan rincian sebagai berikut :

) _ Anggaran Realisasi
Jenis Belanja
Rp Rp %
Belanja Operasi 22.065.919.958,00 | 19.644.347.671,00 89.03
Belanja Pegawai 2.916.404.132,00 2.578.333.676,00 88.41
Belanja Barang dan jasa 19.149.515.826,00 | 17.066.013.995,00 89.12
Belanja Modal 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96.69

Belanja Tanah - - -

Belanja Peralatan dan Mesin 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96.69

Belanja Gedung dan - - -
Bangunan

Jumlah 25.331.969.958,00 | 22.802.401.271,00 90.01

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.916.404.132,00 terealisasi
sebesar Rp. 2.578.333.676,00 atau sebesar 88.41%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan
realisasi sebesarRp.338.070.456,00 disebabkan karena perbedaan jumlah pegawai pada awal
penyusunan anggaran 2020 dengan tahun anggaran berjalan.Pada belanja barang dan jasa
dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp.19.149.515.826,00 terealisasi sebesar
Rp.17.066.013.995,00 atau sebesar 89.12%.Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar
Rp 3.266.050.000,00 terealisasi hanya sebesar Rp 3.158.053.600,00 atau sebesar 96,69% dari

anggaran yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG
TELAH DITETAPKAN
Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan
yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan
dengan proses pencairan dana APBD Perubahan, ini disebabkan Surat Pertanggung Jawaban
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(SPJ) yang telah dilaksanakan pada kegiatan yang bersangkutan lambat dalam proses
penyelesaian dan penyampaian ke Bendahara.

Adapun beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah 75% vyaitu :

Realisasi
No Uraian Anggaran Keuangan (Rp.) Fisik (%)
1 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 252.894.000 176.071.368 69.62

Rendahnya target realisasi anggaran kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
dibawah 75 % .disebabkan Karena adanya penghematan pemakaian air,listrik dan telepon kantor dan
rumah dinas ketua DPRD.

2 Penyediaan Jasa Jaminan

. 52.500.000 0
Pemeliharaan Kesehatan PNS 0

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS , realisasi anggaran tidak terlaksana disebabkan
kegiatan medical check up DPRD sudah terlaksana di akhir Desember 2019 setelah adanya pelantikan
anggota DPRD periode tahun 2019-2024,sehingga untuk tahun 2020 tidak dilakukan kembali.

3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala 94.400.000 65.862.000 69.77
Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan, Rendahnya Realisasi anggaran disebabkan karena adanya
kebijakan keuangan terkait anggaran kas yang menumpuk di triwulan IV sehingga kegiatan tidak bisa
terlaksana maksimal karena keterbatasan waktu.

4 Bimbingan Teknis Implementasi

45.600.000 28.231.000 61.91
Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, rendah realisasinya disebabkan karena
adanya kebijakan keuangan terkait anggaran kas yang menumpuk di triwulan IV sehingga kegiatan tidak
bisa terlaksana maksimal karena keterbatasan waktu.

> Rapat-rapat Paripurna 230.830.500 148.914.000 64.51

Kegiatan Rapat-rapat Paripurna realisasinya rendah karena adanya kebijakan keuangan terkait anggaran
kas yang menumpuk di triwulan IV sehingga kegiatan tidak bisa terlaksana maksimal karena keterbatasan
waktu, disamping itu adanya kegiatan besar daerah yang tidak terlaksana berupa kegiatan peringatan Hari
Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota akibat Pandemi COVID 19.

Pendidikan  dan Pelatihan 74,75
Formal 30.000.000 22.424.000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Realisasinya rendah karena Banyaknya kegiatan yang
memfasilitasi kegiatan DPRD dan kegiatan tidak bisa terlaksana karena tidak ada kelas yang dibuka di
akibatkan Pandemi COVID-19.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan
keuangan.Dengan ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi No 23 Thn
2014 maka penyusunan laporan keuangan tahun 2020, mengacu kepada ketentuan umum
tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Permendagri 64
Tahun 2013.

4.1 Entitas Akutansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Permendagri No.21 Thn 2011 Tentang Perubahan Kedua atas
Permendagri No.13 thn 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-
masing OPD.Sesuai dengan fungsi tersebut Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan
laporan keuangan Sekretariat DPRD Kab.Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat

kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang
digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh
Kota Propinsi Sumatera Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan
belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat
kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan
azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.
Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh
Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
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dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah
utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi
atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

4.3.1.Pengukuran/ Penilaian Aset
a. Kas
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nhominalnya. Nilai nhominal artinya disajikan
sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral tanggal

neraca.

b. Piutang
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum
dilunasi.

C. Persediaan disajikan sebesar :

eBiaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara

langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir
diperoleh.
¢ Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan

¢ Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah
Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/
pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah
tersebut siap pakai.
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4.4

44.1

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada

saat perolehan.

e. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran
pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola
maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak
lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut .Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui
kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan

pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang
telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap
pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang
diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan

pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkantelah sesuai dengan
ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mulai 2016 diperhitungkannya nilai

penyusutan atas aktiva tetap.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hal pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah.
Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
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3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarakan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya ( setelah

dikompesasikan dengan pengeluaran ).
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat :
1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned ;

2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik

sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. ( setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran ).
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh
fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran
setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluran kas
di Rekening Kas Umum Daerah dan atau RekeningBendahara Pengeluran

berdasarkan azas bruto.
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Beban diakui pada saat :
1. Timbulnya Kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke

pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
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2. Terjadinya Konsumsi Aset

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak
didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan

operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/

berlalunya waktu.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan
yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.
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BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Nearaca

No Perkiraan Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)

5.1.1 Kas Di Bendahara 0 0

Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Desember 2020 dan
2019.
Dimana sisa UYHD telah disetor ke Bank Nagari pada tanggal 30

Desember 2020.
Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.1.2 Persediaan 12.082.500,00 2.775.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Per 30 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri
dari :

- Alat Tulis Kantor 2.572.500,00 2.775.000,00
- Buku Bacaan 9.510.000,00 _
Jumlah 12.082.500,00 2.775.000,00
Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.1.3 Tanah 805.571.500,00 805.571.500,00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau di kuasai
Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2020
dan 2019

Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.14 Peralatan dan Mesin 13.292.102.604,00 11.795.352.951,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh

Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2020
dan 2019

SEKRETARIAT DPRD KAB.LIMA PULUH KOTA 15



Adapun Peralatan dan Mesin di Sekretariat DPRD terdiri dari :

SALDO AWAL ( AUDITED 31
DES 2020)
MUTASI TAMBAH

Belanja Modal tahun 2020

Belanja Barang dan Jasa yang di

Kapitalisir jadi Aset

Hibah

Koreksi asset ekstracom akibat
penghapusan

Mutasi Kurang Reklas ( ATL )
MUTASI KURANG

Saldo Per 31 Des 2020

Adanya Mutasi tambah berupa :

1. Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Rp.
3.158.053.600,00 yaitu :

A WDN PR

© 00 N O O

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Mobil Toyota VOXY
Mobil Toyota Fortuner
Mobil Honda CRV

Kendaraan Roda Dua ( Kawasaki
Terabas)

Honda Vario 1 Unit

Gorden Ruang Wakil Ketua

Roling Blind Kantor

Matras Florence 10 X 200 2 bh
Matras Bigland Delux 180 X 200 2 bh

Lemari Premio sliding 160 2 bh

Box Midli Plus Sandaran 180 X 200 2
bh

Meja Komputer 1 bh
Rak Buku RD 1 bh
Meja Fortabel RD 6 bh @ 600.000,00

Meja Makan RD 1 Set

Meja Pimpong 1 Set

Lemari RD

Jemuran Minimalis RD 1 bh
Rak Sepatu Stainless RD 1 bh
Jemuran Hanger RD 1 buah
Gorden Rumah Dinas

Bed cover Merek King Koil 3 bh
Kitchen Set

Mesin Cuci LG RD

Mixer RD

Magic Com RD

Dispenser 1 bh

Blender RD 1 bh

Raice Box RD 1 bh

11.795.352.951,00

3.164.310.320,00
3.158.053.600,00
4.950.000,00

1.306.720,00
4.554.000,00

5.000.000,00
-1.658.006.667,00

11.279.965.751,00

546.235.200,00
540.635.200,00
5.600.000,00

0,00
5.600.000,00

0,00
-25.248.000,00

13.292.102.604,00

464.700.000,00
664.950.000,00
512.475.000,00

35.850.000,00

20.705.000,00
25.250.000,00
119.091.500,00
8.900.000,00
18.660.000,00

11.940.000,00
10.500.000,00

980.000,00
3.000.000,00
3.600.000,00

12.000.000,00
5.000.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
39.500.000,00
7.500.000,00
29.900.000,00
6.500.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00
2.200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

11.795.352.951,00
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57

58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

Setrika Maspion RD 1 bh
Pengadaan Laptop DELL 35 bh
Komputer PC RD 1 bh

Laptop ACCER (Bend)

Pengadaan Komputer PC HP 2 bh
Pengadaan Printer Brother

Printer Cannon

Printer (Humas )

Printer Epson L 5190 ( Fraksi Golkar )
Printer Epson L 3110 ( Bend)
Printer Epson L 3150 ( wakil ketua 2)
Mesin Fotocopy Mini 1 bh

Hardisk External 4 bh

Hardisk External 2 bh

Meja Wakil Ketua | ( Biro )

Kursi Tamu Wakil Ketua |

Kursi Meja ( Terapi ) Wakil Ketua |
Lemari Arsip 1 bh

AC 1.5 PK 5 bh @3.950.000

AC Fortabel 3 bh @ 3.900.000

Kipas Angin RD 1 bh @ 1.000.000
Genset 1 bh

Karpet ( Musholla )

Karpet ( Ruang Wakil Ketua )

Karpet Rumah Dinas 1 Paket
Kulkas

Penghias Ruangan / Meja Resepsionis
Komputer PC ASSUS 2 bh
Komputer PC Lenovo 1 bh

TV RD 1 bh

TV LED Polytron setwan 5 bh

TV LED Polytron plus Breket Komisi
TV LED Sharp Plus Breket Wakil Ketua

Drone Merek DJI Mavik Pro 2
Kamera Merek fuji Film XT3
Vidiotrans Indoor 2 bh

Kamera cannon

Keyboard dan Sound System 1 set
Wireless RD 2 bh

500.000,00
419.827.100,00
12.000.000,00
14.850.000,00
26.175.000,00
5.050.000,00
1.980.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
2.950.000,00
4.500.000,00
9.500.000,00
5.700.000,00
2.850.000,00
17.250.000,00
25.250.000,00
10.050.000,00
8.400.000,00
19.750.000,00
11.700.000,00
1.000.000,00
13.500.000,00
29.920.000,00
35.000.000,00
10.000.000,00
5.200.000,00
50.000.000,00
24.700.000,00
11.950.000,00
5.500.000,00
22.750.000,00
13.500.000,00
6.400.000,00

48.300.000,00
48.600.000,00
99.850.000,00
47.800.000,00
49.800.000,00

9.500.000,00

3.158.053.600,00

2. Penambahan Aset dari Koreksi Asset ekstrakom Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir

menjadi aset sebesar Rp.4.950.000,00 yang terdiri

dari :

1. Dispenser 3 bh
2. Westafel 2 bh

2.250.000,00
2.700.000,00

4.950.000,00
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3. Penambahan Aset dari Hibah dari Dinas Kesehatan 2 unit Sebesar Rp

1.306.720,00.

Yang terdiri dari :
1. Alat Semprot
2. Alat Kedokteran Thermogun

4. - Penambahan asset dari koreksi Asset ekstrakom akibat penghapusan sebesar Rp

4.554.000,00

yang terdiri dari :

Adanya Mutasi Kurang berupa :
'- Belanja Modal KIB B Peralatan dan Mesin Reklas K KIB E Aset lainnya yaitu Meja

Pimpong

sebesar Rp 5.000.000,00

454.000,00
852.720,00

0 Meja Fortabel

1.306.720,00

0 Alat Semprot Manual ( Hibah dari Dinas Kesehatan)

‘- Mutasi Kurang dari Kendaraan Roda 4 sebanyak 11 Buah ke

Sekretariat Daerah
sebesar Rp 1.628.040.000,00yang terdiri

dari :

A WDN PR

)

5 Mobil Colt L300 DB ba 1818 c ( setda )

6 Mobil Mitsubishi Kuda Grandia MT.2.0
BA 1941 ¢ (DPMDN)

7 Mobil Mitsubishi Kuda Grandia MT.2.0
BA 1942 c ( Satpol PP )

8 Mobil Suzuki APV ( damkar )
9 Mobil Colt L300 DB ba 1841 c
10 Mitsubishi Terrano / spirit S2 ( BA 1957)

11 Kijang Inova BA 191

Mobil Suzuki APV BA ( Kominfo )

Mobil Toyota Kijang Kapsul

Mobil Colt L300 DB ( Capil )

Mobil Colt L300 DB ba 1706 ¢ ( Damkar

161.150.000,00
128.000.000,00
88.600.000,00
95.800.000,00

98.000.000,00

178.000.000,00

178.000.000,00

161.150.000,00
88.600.000,00
193.515.000,00

257.225.000,00

3.600.000,00
500.000,00
454.000,00

1.628.040.000,00

'- Usulan Lelang Kendaraan Roda dua sebesar Rp 29.966.667,00

yang terdiri dari :

1 Honda Win BA 6914 c

2 Honda Win

3 Honda Supra BA 6398 ¢

4 Honda Karisma BA 5007 ¢

3.800.000,00
6.000.000,00
8.500.000,00
11.666.667,00

29.966.667,00

4.554.000,00
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Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)

5.15 Gedung & Bangunan 24.309.443.736,00  24.309.443.736,00

Jumlah tersebut merupaka nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat
DPRD Posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

SALDO AWAL ( AUDITED 31 24.309.443.736  23.919.752.100,00
DES 2019)
MUTASI TAMBAH 789.832.781,00
Belanja Modal tahun 2019 764.584.781,00
Reklas masuk dari Partisi Ruang 25.248.000,00
BK
Reklas Keluar pembuatan -211.825.278,00
saluran air
Belanja Modal tidak dikapitalisir -198.225.867,00
Reklas dari peralatan dan mesin 9.910.000,00
Saldo PER 31 DES 2020 24.309.443.736,00 24.309.443.736,00
Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.1.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan 226.725.278,00 226.725.278,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai
Sekretariat
DPRD Posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
517 Aset Tetap Lainnya 223.034.000,00 188.034.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat
DPRD
Posisi 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari penambahan aset treadmil dan meja pimpong.

1 Buku dan Perpustakaan 163.034.000,00 163.034.000,00
2 Barang bercorak Seni dan budaya 25.000.000,00 25.000.000,00
3 Treadmil 30.000.000,00
4 Meja Pimpong 5.000.000,00
223.034.000,00 188.034.000,00
Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.1.8 Penyusutan Aset Tetap 15.392.356.287,03 15.176.763.188,89
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Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan Aset Tetap sampai dengan Posisi 31 Desember
2020 dan 2019 terdiri dari :

1. Penyusutan Peralatan dan 9.785.855.108,71 9.989.272.129.57
Mesin

2. Penyusutan Gedung dan 5.560.373.650,52 5.167.809.795,42
Bangunan

3. Penyusutan Jalan Irigasi dan 26.397.527,80 15.061.264,00
Jaringan

4. Penyusutan asset tetap 19.730.000,00 4.620.000,00
lainnya

15.392.356.287,03 15.176.763.188,89

Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.1.9 Aset Lainnya 60.390.000,00 60.390.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Sekretariat DPRD
Posisi 31 Desember 2020 dan 2019.

Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.1.10 Utang Jangka Pendek Lainnya 14.042.137,00 12.687.354,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Sekretariat DPRD Posisi 31
Desember
2020 dan 2019, Jumlah tersebut diatas merupakan jumlah hutang air, listrik, telpon dan internet

pemakaian bulan Desember yang belum

dibayarkan.
Tagihan Air 563.145.000,00 0
Tagihan Listrik 10.999.266,00 10.019.149,00
Tagihan telpon 104.226,00 234.385,00
Tagihan Internet 2.375.500,00 2.434.000,00
14.042.137,00 12.687.534,00
Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
5.1.11 Ekuitas 23.522.951.193,97 22.198.841.742,01

Jumlah tersebut merupakan nilai Ekuitas pada Sekretariat DPRD Posisi 31 Desember 2020 dan
20109.
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5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun
aggaran
2020 dan 2019. Jumlah Beban — LO tersebut terinci sebagai berikut :

No Perkiraan Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
521 Beban 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban tahun 2020 dan 2019 yang
terdiri dari :

Beban Operasi 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82
5.2.1.1 Beban Operasi 19.821.591.872,04  26.209.137.397,82
Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Pegawali
Beban Barang dan Jasa

2.578.333.676,00 3.085.378.667,00
17.023.111.098,00 21.766.906.946,00

Penyusutan dan Amortisasi 215.593.098,04 1.356.851.784,82
Beban Lain-lain 4.554.000,00 -
Jumlah 19.821.591.872,04 26.209.137.397,82
Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)

52111 Beban Pegawai 2.578.333.676,00 3.085,378.667,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai dalam tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah
beban
pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban Gaji dan Tunjangan 1.864.646.572,00 1.897.903.178,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2020 dan 2019 yang
terdiri dari :

- Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi — LO

1.240.139.100,00 1.217.542.000,00

Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/ Tunjangan
Khusus

Gaji Ketiga Belas

Tunjangan Hari Raya

Beban Penunjang Operasional
Pimpinan dan Anggota DPRD

123.134.528,00
121.680.000,00
37.570.000,00
78.430.860,00
1.476.576,00

129.120.159,00
121.189.996,00

114.407.239,00
107.685.000,00
40.770.000,00
74.013.240,00
1.549.708,00

167.181.230,00
163.066.368,00
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luran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian

Beban Penerimaan Lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD

11.905.353,00

11.688.393,00

1.864.646.572,00

1.897.903.178,00

Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
110.304.000,00 166.900.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD

tahun

2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Terdiri dari :

Terdiri dari:

52112

Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD dan KDH /
WKDH

Beban Tambahan Penghasilan
PNS

Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

Uang Lembur

Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS

Jumlah Beban Gaji dan
Tunjangan

Beban Persediaan

110.304.000,00

Tahun 2020
(Rp)

166.900.000,00

Tahun 2019
(Rp)

581.647.104,00

581.647.104,00

Tahun 2020

(Rp)
21.736.000,00

21.736.000,00

1.864.646.572,00

Tahun 2020
(Rp)

575.853.489,00

575.853.489,00

Tahun 2019

(Rp)
444.722.000,00

271.304.000,00
173.418.000,00

1.897.903.178,00

Tahun 2019
(Rp)

499.504.200,00

606.326.106,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Persediaan dalam tahun Anggaran 2020 dan 2019 .
Jumlah beban persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Beban Bahan Pakai Habis
Beban Bahan/ Material

440.497.700,00
59.006.500,00

539.461.886,00
66.864.220,00
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5.2.1.1.3 Beban Jasa

Tahun 2020
(Rp)

Tahun 2019
(Rp)

3.990.223.063,00

4.632.114.006,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Jasa dalam tahun Anggaran 2020 dan 2019. Jumlah

beban jasa
tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Beban Jasa Kantor
- Beban Jaminan Kesehatan PNS

- Beban Perawatan Kenderaan
Bermotor

- Beban Cetak dan Penggandaan

- Beban Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

- Beban Makanan dan Minuman

- Beban Pakaian Dinas dan
Atributnya

- BebanPakaian Khusus dan Hari-
hari Tertentu

- Honorarium Non PNS

- Honorarium PNS

52114 Beban Pemeliharaan

479.177.271,00

409.728.243,00

157.997.800,00
40.525.000,00

1.083.167.200,00
218.386.000,00

74.778.000,00

1.348.408.149,00
178.055.400,00

Tahun 2020
(Rp)

646.799.205,00
37.500,000,00
493.505.211,00

257.456.100,00
103.475.000,00

1.005.543.300,00
322.135.000,00

50.000,000,00

1.219.357.590,00
496.342.600,00

Tahun 2019
(Rp)

21.205.000,00

265.460.867,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Pemeliharaan dalam tahun Anggaran 2020 dan 2019.
Jumlah beban pemeliharaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Beban Pemeliharaan Peralatan
dan mesin

Belanja Pemeliharaan
jalan,irgasi dan jaringan

Belanja Pemeliharaan Gedung /
Ruangan/dinding

Beban Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

5.2.1.15 Beban Perjalanan Dinas

21.205.000,00

Tahun 2020
(Rp)

54.335.000,00
12.900.000,00

198.225.867,00

Tahun 2019
(Rp)

12.512.178.835,00

16.263.005.967,00

Jumlah tersebut merupakan Beban Perjalanan Dinas dalam tahun Anggaran 2020 dan 2019.

Jumlah beban perjalanan dinas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Beban Perjalanan Dinas Dalam
Daerah

Beban Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Beban Perjalanan Dinas Luar
Negeri

237.215.000,00

12.274.963.835,00

62.540.000,00

16.101.124.763,00

99.341.204,00
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Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)

52.1.1.6 Beban Penyusutan dan 215.593.098,04 1.356.851.784,82
Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan selisih antara akumulasi penyusutan aset tetap 2020 dengan
akumulasi
penyusutan tahun 2019 dengan uraian sebagai

berikut :

Uraian Penyusutan 2020 Penyusutan 2019 Beban Penyusutan
Peralatan dan Mesin 9.785.855.108,71 9.989.272.129.57 202f:)203.417.020,86
Gedung dan Bangunan 5.560.373.650,52 5.167.809.795,42 392.563.855,10
Jalan Irigasi dan 26.397.527,80 15.061.264,00 11.336.263,80
Jaringan

Aset Tetap Lainnya 19.730.000,00 4.620.000,00 15.110.000,00
Jumlah 15.392.356.287,03 15.176.763.188,99 215.593.098,04
5.3 Laporan Perubahan

Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional
dengan Neraca tentang

kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.Dari Laporan
ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No Perkiraan Tahun 2020 Tahun 2019
(Rp) (Rp)
53.1 Ekuitas Awal 22.198.841.742,01 21.652.321.777,83

Jumlah ekuitas tersebut merupakan jumlah ekuitas awal yang merupakan jumlah ekuitas
Sekretariat DPRD per 31 Desember 2020.

53.2 Surplus/Defisit LO -19.821.591.872,04 -26.209.137.397,82

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban pada Laporan
Operasional tahun 2020 dan 2019, sebagai berikut :

- Pendapatan LO 0 0
- Beban 19.821.591.872,04  26.209.137.397,82
Surplus/Defisit LO -19.821.591.872,04 -26.209.137.397,82
5.3.3 R/K PPKD 22.802.401.271,00 25.961.857.362,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari jumlah belanja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dan
Tahun 2019.
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534 Dampak Komulatif perubahan
kebijakan/Kesalahan

-1.656.699.947,00 793.800.000,00

Mutasi tambah Aset Tetap 6.306.720,00 1.030.873.278,00
Mutasi Kurang Aset Tetap -1.663.006.667,00 -237.073.278,00
Koreksi Aset Ektra Kompatabel - -

Jumlah tersebut merupakan Jumlah Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan tahun
2020 dan 2019 Sekretariat DPRD yang terdiri dari Mutasi tambah Aset tetap sebesar Rp.
6.306.720,00 dan mutasi kurang asset tetap sebesar Rp. 1.663.006.667,00

5.35 Ekuitas Akhir 23.522.951.193,97 22.198.841.742,00
Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir tahun 2020 dan 2019 Sekretariat DPRD

5.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No Perkiraan Realisasi Thn 2020 Realisasi Thn
2019
(Rp.) (Rp.)
541 Belanja Pegawai 2.578.333.676,00 3.085.378.667,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai tahun 2020 dan 2019 , jumlah realisasi

tersebut terinci

atas :

Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi
Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan PPh/ Tunjangan
Khusus

luran Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian

Tunjangan Beras

Gaji Ketiga Belas

Tunjangan Hari Raya

Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan dan anggota DPRD

Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja

Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS

1.240.139.100,00

123.134.528,00
121.680.000,00
37.570.000,00
1.476.576,00

11.905.353,00

78.430.860,00
129.120.159,00
121.189.996,00
110.304.000,00

581.647.104,00

21.736.000,00

1.217.542.000,00

114.407.239,00
107.685.000,00
40.770.000,00
1.549.708,00

11.688.393,00

74.013.240,00
167.181.230,00
163.066.368,00
166.900.000,00

575.853.489,00

271.304.000,00
173.418.000,00

Jumlah Belanja Pegawai 2.578.333.676,00 3.085.378.667,00

Jumlah realisasi belanja pegawai mencapai 88.41% dari anggaran dan tidak ada pengembalian
belanja pegawai ke kas daerah.
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Realisasi Thn 2020 Realisasi Thn

2019
(Rp.) (Rp.)

54.2 Belanja Barang dan Jasa 17.066.013.995,00 21.571.258.714,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 ,
terinci atas belanja berikut:

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alt Listrik dan Elektronik (
Lampu Pijar, battery kering )

Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos lainnya

Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas

Belanja Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Pakai Habis

Belanja Logistik Kantor
Belanja Spanduk, Bendera, Marawa,
Umbul-umbul, Lambang Negara

Belanja Penghargaan (Tropi, Plakat,
Tabanas, Alat Elektronik)

Belanja Peralatan Olahraga
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
Belanja Bahan Dokumentasi (Film,
VCD/DVD, Cuci Cetak, Frame)
Belanja Telepon

Belanja Air

Belanja Listrik

Belanja Surat Kabar/ Majalah
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet

Belanja Jasa Pengaman Kantor
(security)

Belanja Jasa Informasi/ Promosi/ Peliput
Media Massa/ Cetak/ Elektronik

Belanja Jasa Pengganti Transportasi

Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan,
Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan,
Pendidikan)

Belanja Jasa Pegawai Harian
Lepas/honorer

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Buruh/ Mekanik/ Mandor

Belanja Jaminan Kesehatan Anggota
DPRD dan Keluarga

Belanja Jasa service
Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan
Pelumas

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan

140.047.000,00
30.307.000,00

27.864.000,00

43.493.000,00

12.077.800,00
87.547.400,00

10.175.000,00
62.700.000,00

19.200.000,00

30.000.000,00
48.046.500,00
13.660.000,00
18.644.000,00

1.856.358,00
11.217.370,00
130.403.274,00
92.718.500,00
32.594.366,00
188.850.149,00

189.920.000,00

199.522.800,00

613.963.000,00

28.275.000,00

34.711.367,00
66.013.950,00
278.254.526,00

30.748.400,00
55.235.000,00
82.019.800,00

103.570.000,00
41.988.500,00

10.884.000,00

31.217.000,00

31.069.000,00
31.543.500,00

10.571.000,00
75.000.000,00

204.229.886,00

49.204.220,00
7.650.000,00
10.010.000,00

5.070.625,00
18.685.660,00
129.801.893,00
270.605.000,00
30.898.662,00
195.941.710,00

241.225.000,00

193.704.000,00

511.802.000,00

27.038.880,00

37.500.000,00

48.353.285,00
110.727.147,00
309.022.479,00

25.402.300,00
132.496.500,00
104.214.600,00

SEKRETARIAT DPRD KAB.LIMA PULUH KOTA

26



Belanja Jilid Non Cover

Belanja sewa meja kursi

Belanja sewa tenda

Belanja sewa taman / bunga untuk
taman hias

Belanja makanan dan Minuman Harian
Pegawai

Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja Pakaian sipil Harian (PSH)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Belanja Pakaian Adat Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan
Jaringan

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Belanja bimbingan teknis

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber

Honorarium Paniti Pemeriksa Barang
Honorarium Pengguna Anggaran dan
Kuasa Pengguna Anggaran

Honorarium Honorarium Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD ( PPK
SKPD ) dan Pembantu PPK

Honorarium Honorarium Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu PPTK

Honorarium Bendahara dan Pembantu
Bendahara

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak
Tetap

Honorarium MC/Pembawa Acara

Honorarium Pembaca Doa/Pembaca Al
Quran

Honorarium Penceramah Agama/
Konselor

Honorarium Pemimpin Lagu
Belanja Buku
Belanja Barang dan Jasa

20.743.000,00
9.400.000,00
31.125.000,00

149.309.200,00

273.320.000,00
83.038.000,00

577.500.000,00
104.720.000,00
43.750.000,00
69.916.000,00
74.778.000,00
237.215.000,00

12.274.963.835,00

21.205.000,00

105.000.000,00

22.424.400,00
28.231.000,00

1.050.000,00

3.600.000,00
15.000.000,00

13.650.000,00
69.350.000,00

24.750.000,00

220.800.000,00

800.000,00

800.000,00
9.510.000,00

20.745.000,00

9.975.000,00
83.000.000,00
10.500.000,00

131.828.100,00

392.400.000,00
96.315.200,00

385.000.000,00
50.820.000,00
82.280.000,00
189.035.000,00
50.000.000,00
62.540.000,00

16.101.124.763,00
99.341.204,00
54.335.000,00
12.900.000,00

35.000.000,00

282.922.600,00
94.945.000,00

1.400.000,00

4.200.000,00
15.000.000,00

12.850.000,00
61.275.000,00

23.750.000,00
201.600.000,00

750.000,00
2.700.000,00

1.000.000,00

2.300.000,00

17.066.013.995,00

21.571.258.714,00
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Jumlah realisasi belanja barang dan jasa dalam tahun 2020 mencapai 89.12 % dari yang di

anggarkan
No Perkiraan
543 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

Realisasi Thn 2020

(Rp.)

Realisasi Thn

2019
(Rp.)

3.158.053.600,00

540.635.200,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun

anggaran 2020
dan2019.Terdiri dari:

- Belanja Modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor

- Belanja modal Pengadaan Kendaraan
Dinas Bermotor Perorangan

- Belanja Modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan

- Belanja Modal Pengadaan Alat
Penyimpanan
- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

Belanja modal Karpet

- Belanja modal Pengadaan Generator
Listrik ( Genset )

- Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan / AC / Kipas Angin

- Belanja Modal Pengadaan Gorden (
Vertical Blind )

- Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga

- Belanja Modal Pengadaan Meubleair
- Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin

- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya

- Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan

- Belanja modal Pengadaan Komputer
- Belanja modal Pengadaan Komputer
Unit/Jaringan

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Personal Komputer

- Belanja modal Pengadaan komputer note
book / Laptop

- Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer

- Belanja modal Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat

1.698.680.000,00

1.698.680.000,00

265.211.500,00

74.920.000,00
13.500.000,00

32.450.000,00

144.341.500,00

230.180.000,00

83.080.000,00
5.200.000,00

91.900.000,00

50.000.000,00

551.032.100,00
50.875.000,00

11.950.000,00

446.677.100,00

32.980.000,00
8.550.000,00

60.950.000,00

28.748.000,00

3.500.000,00
25.248.000,00

7.250.000,00

7.250.000,00

171.242.400,00
60.373.600

71.658.800,00

24.960.000,00
14.250.000,00

333.394.800,00
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54.4

Belanja modal Pengadaan meja Kerja
Pejabat

Belanja modal Pengadaan meja Rapat
Pejabat

Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
Pejabat

Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di
Ruangan Pejabat

Belanja modal Pengadaan Lemari dan
Arsip Pejabat

Belanja modal Pengadaan Alat Studio
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Studio Visual

Belanja Modal Pengadaan Kamera /
Handicam

Pengadaan Peralatan Audio

Belanja Modal Pengadaan Televisi /
Parabola

Belanja modal Pengadaan Alat
Komunikasi

Belanja modal Pengadaan Billboard/
Baliho/ Whiteboard

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

17.250.000,00

10.050.000,00

25.250.000,00

8.400.000,00

352.000.000,00
99.850.000,00

144.700.000,00

64.800.000,00
42.650.000,00

103.354.800,00

20.000.000,00

34.920.000,00

44.700.000,00

130.420.000,00

3.158.053.600,00

Realisasi Thn 2020

(Rp.)

540.635.200,00

Realisasi Thn

2019
(Rp.)

764.584.781,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Modal Gedung dan bangunan
tahun anggaran 2020 dan 2019 .Terdiri dari :

Belanja modal Pengadaan Gedung
Tempat Kerja

Belanja Modal Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Tempat Ibadah

Belanja Modal Pengadaan Bangunan
Gedung Garasi/Pool

Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Pengadaan Bangunan
Rumah Jabatan

Jumlah Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

558.558.870,00

558.558.870,00

206.025.911,00

206.025.911,00

764.584.781,00
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor 15 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada

Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, pada
pasal 3 ayat ( 1 ) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

a. Sekretaris DPRD
b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari:
- Sub Bagian Program dan Keuangan
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- Sub Bagian Rumah Tangga
c. Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari :
- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
- Sub Bagian Persidangan dan Risalah
- Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi
d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
- Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

- Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

o Aspek Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota
1. Peran Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota sebagai Penyelenggaraan
Administrasi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan Tugas Pokok
Sekretariat DPRD pada Hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan dan
menyelenggarakan Administrasi dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan
fungsi DPRD.
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2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota Komposisi
keadaan Desember 2020 sebanyak 29 orang dan 49 orang tenaga Harian Lepas.

o Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan
Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada
permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang
direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD, ini disebabkan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) yang telah dilaksanakan pada kegiatan yang
bersangkutan lambat dalam proses penyelesaian dan penyampaian ke Bendahara.
Selain itu hambatan lainnya hanya di sebabkan karena kendala waktu setelah
pengesahan anggaran perubahan, sedikitnya waktu yang tersedia tidak mencukupi

untuk pelaksanaan beberapa kegiatan.

SEKRETARIAT DPRD KAB.LIMA PULUH KOTA 3l



BAB VII
PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaaan
Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola
keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir
Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota
Sekretariat DPRD diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi
Pengunaan Anggaran . Adapun Total Realisasi belanja Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh
Kota dalam tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp.22.802.401.271,00 jumlah tersebut
mencapai 90.01% dari Anggaran yang ditetapkan yaitu Rp.25.331.969.958,00 dengan

rincian sebagai berikut :

Anggaran Realisasi %
Jenis Belanja
Rp Rp
Belanja Operasi 22.065.919.958,00 19.644.347.671,00 89.03
Belanja Pegawai 2.916.404.132,00 2.578.333.676,00 88.41
Belanja Barang 19.149.515.826,00 17.066.013.995,00 91,58
Belanja Modal 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96.69
Belanja Tanah - -
Belanja Peralatan dan 3.266.050.000,00 3.158.053.600,00 96.69
Mesin
Belanja Gedung dan - -
Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan - -
Jaringan
Belanja Aset Tetap - -
Lainnya
Jumlah
25.331.969.958,00 22.802.401.271,00 90.01

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program
dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik
sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari

jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.
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HUTANG JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2020
No. Keterangan Jumlah
1 Listrik Rp 10.999.266
2 Air Rp 563.145
3 Telpon Rp 104.226
4 Internet Rp 2.375.500
Jumlah Rp 14.042.137

Sarilamak, 31 Desember 2020
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